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ABSTRAK 

 

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI 

KASUS PADA DESA KAMPUNG HILIR KECAMATAN TAMBELAN) 

Herpandi, 19622048. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang. 

Email : herfandy09@gmail.com 

 

Penelitian bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa 

Kampung Hilir Kecamatan Tambelan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 

akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kampung Hilir Kecamatan 

Tambelan.  

Metodologi Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 

Kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan 

dokumentasi dengan teknik pengolahan data berupa reduksi data, proses penyajian 

data, dan proses penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini berisi hasil wawancara dengan informan yang dimana 

dari hasil wawancara tersebut pemerintah desa kampung hilir dalam melakukan 

musyawarah, kepala desa sendiri telah menyampaikan kepada BPD mengenai 

rancangan peraturan desa serta dalam pengambilan keputusan APBDes. Dan desa 

kampung hilir selalu menetapkan Rancangan peraturan desa sesuai dengan 

Peraturan Bupati Bintan No.23 Tahun 2019 Bahwa dalam tahap perencanaan dana 

desa sudah dilakukan secara transparan kepada masyarakat yang dapat dilihat dari 

pelaksanaan musyawarah desa. 

ke lsimpullannya bahwa dalam tahap pe lrelncanaan Dana Delsa suldah 

dilakulkan se lcara transaparan ke lpada masyarakat hal te lrse lbult dapat dilihat dari 

dilaksanakannya Mu lsyawarah De lsa yang mana dalam mulsyawarah te lrse lbult 

masyarakat diwajibkan u lntulk melngulsullkan dan melmbelrikan pelndapat melnge lnai 

apa saja program-program yang akan dilaksanakan di De lsa Kampu lng Hilir. 

 

Kata Kunci : Desa, Pengelolaan Kuangan, Dana Desa 

 

Dosen Pembimbing I : Fauzi, S.E., M.Ak., CPFRA 

Dosen Pembimbing II : Vanisa Meifari, S.E.,M.Ak, CPRFA
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ABSTRACT 

ACCOUNTABILITY ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT 

(CASE STUDY IN KAMPUNG HILIR VILLAGE, TAMBELAN DISTRICT) 

Herpandi, 19622048. Accounting. STIE Pembangunan Tanjungpinang. 

Email : herfandy09@gmail.com 

 

Research on how accountable the management of village funds is in 

Kampung Hilir Village, Tambelan District with the aim of finding out how 

accountable the management of village funds is in Kampung Hilir Village, 

Tambelan District. 

This research methodology uses qualitative descriptive research methods 

with data collection techniques in the form of observation, interviews, and 

documentation with data processing techniques in the form of data reduction, 

data presentation processes, and conclusion drawing processes. 

The results of this research contain the results of interviews with 

informants, where from the results of these interviews, the downstream village 

government in holding deliberations, the village head himself has conveyed to the 

BPD regarding the draft village regulations and in making APBDes decisions. 

And downstream villages always stipulate draft village regulations in accordance 

with Bintan Regent Regulation No. 23 of 2019. That in the planning stage village 

funds have been carried out transparently to the community which can be seen 

from the implementation of village deliberations. 

The conclusion is that in the Delsa Fund planning stage, it was not carried 

out in a transparent manner to the public, this can be seen from the 

implementation of the Delsa Mulsyawarah, where in the full consultation the 

community was obliged to propose and provide opinions regarding all the 

programs that would be implemented in Delsa Kampulng Hilir. 

 

Keywords : Village, financial management, village funds 

 

Supervisor I : Fauzi, S.E., M.Ak., CPFRA 

Supervisor II : Vanisa Meifari, S.E.,M.Ak, CPRFA 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keberadaan hukum desa dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 24 huruf g menjelaskan bahwa desa 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan 

kekuasaan untuk mengatur dan mengurus administrasi, pembangunan, dan 

kepentingan masyarakat setempat. Prakarsa masyarakat, hak asal usul 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perubahan 

sistem pemerintahan dari sentralisasi pada masa reorganisasi menjadi 

desentralisasi membawa perubahan politik baru dalam yurisdiksi 

pemerintahan provinsi. Sistem sentralisasi adalah sistem yang 

menitikberatkan pada pemerintah pusat, yang menentukan arah pembangunan 

negara. Sistem tersebut dianggap tidak efektif karena pembangunan yang 

tidak merata di seluruh Indonesia. Di sisi lain, sistem desentralisasi, yaitu 

pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah 

untuk mengatasi ketimpangan pembangunan dan meningkatkan fungsi 

pelayanan publik masyarakat. Hal ini menjadikan desa sebagai sasaran 

penting pembangunan Indonesia. 

Pemerintahan desa merupakan cabang terkecil dari pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga, peran pemerintah desa 

cukup besar dalam pembangunan. Apabila pembangunan di setiap desa dapat 
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dioptimalkan, maka tujuan pemerintah provinsi yaitu pemerataan 

kesejahteraan dan pembangunan akan terwujud. Namun, kondisi di banyak 

daerah di Indonesia tidak sesuai dengan harapan penyelenggara negara. Oleh 

karena itu peran pemerintah daerah sangat penting dalam hal otonomi daerah 

karena desa berhak untuk secara bebas membuat peraturan perundang-

undangan dalam kehidupan desa sebelum pemerintah daerah mengaturnya. 

Peran pemerintah daerah diharapkan dapat mengarahkan dan mengontrol 

setiap kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, 

sehingga kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah desa dibagi oleh 

perangkat desa kepada masyarakat dan dapat dibebankan kepada pemerintah. 

Pemerintah desa harus mampu mengelola dan mengatur urusannya sendiri. 

Ini termasuk perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pertanggungjawaban 

dan manfaat program yang dikelola oleh Dewan Desa. Oleh karena itu, kepala 

desa dan perangkat desa harus memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) 

untuk meningkatkan berjalannya pemerintahan desa agar program-program 

yang direncanakan oleh pemerintah desa berjalan efektif dan efisien. Oleh 

karena itu, pengurus desa saat ini menjadi salah satu objek pengendalian 

kegiatan. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa, dana desa adalah dana yang diterima dari APBN dan 

diperuntukkan bagi desa yang dialihkan ke APBD Kabupaten/Kota dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Mulai 
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awal tahun 2015, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Negara desa mendapatkan sumber anggaran baru 

yaitu Dana Desa yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN). Setiap desa mengelola anggaran tambahan berupa dana desa yang 

masuk sedikit demi sedikit. Penyaluran dana desa dihitung berdasarkan empat 

faktor, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan 

kesulitan geografis. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan 

program dan kegiatan desa yang berkaitan dengan pembangunan desa seperti 

pembangunan dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, pemeliharaan 

kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, terutama program 

peningkatan. kemampuan masyarakat perdesaan untuk mengembangkan 

kewirausahaan, meningkatkan pendapatan dan memperluas jangkauan 

ekonomi kelompok masyarakat. 

Dengan bantuan dana desa, sumber pendapatan meningkat di setiap 

desa. Diharapkan peningkatan pendapatan desa yang diberikan oleh negara 

tentunya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Namun keberadaan 

Dana Desa juga membawa masalah baru bagi pengelolaannya. Desa 

diharapkan mampu mengelola keuangan desa secara efektif, ekonomis, 

efisien, transparan dan bertanggung jawab, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, berwawasan keadilan dan kepatuhan serta 

mengutamakan kepentingan masyarakat. 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa menegaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap pembangunan desa 

bertujuan untuk menjadikan desa mandiri dan demokratis sehingga dapat 

membawa harapan baru bagi kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, 

banyak masyarakat yang khawatir akan pengelolaan dana desa. Status 

perangkat desa saat ini dapat dikatakan masih kurang berkualitas, dan 

pemerintah kota belum kritis terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APB Desa), sehingga bentuk pengawasan pemerintah kota 

belum bisa maksimal. Namun, ada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 

lembaga yang memiliki garis struktural pemilihan kepada pemerintah desa. 

Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 

Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang dikeluarkan oleh 

Mendagri tahun 2016, disebutkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) adalah mewakili masyarakat dan memiliki beberapa tugas, salah 

satunya tugas BPD adalah melakukan pengawasan terhadap kewenangan 

desa, sehingga program-program yang diupayakan oleh pemerintah desa 

dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, termasuk dalam pelaksanaan 

dana desa. Pemerintah daerah harus memberikan pembinaan dalam 

pengelolaan dana desa. Dana desa (APBD) diperkirakan tumbuh menjadi 

Rp.1 miliar per tahun, dan pengelolaan dana sebesar itu harus melibatkan 

risiko yang signifikan. 

Pembangunan desa dilakukan dengan menganggarkan keuangan desa 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Dana ini 



5 
 

 
 

dimaksudkan untuk memulai pembangunan desa dimulai dari pembangunan 

sarana/prasarana yang berguna bagi masyarakat dan pengembangan ekonomi 

masyarakat desa. Penyaluran dana desa dilakukan secara book transfer 

Rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa dikelola oleh Badan 

Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bupati. 

Dana desa yang cukup besar menuntut pemerintah desa untuk dapat 

mengelola keuangan desa sesuai dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 

Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa serta dapat 

mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara akuntabel. Dalam 

rangka mengelola dan menghitung dana desa yang diterima dari pemerintah, 

pemerintah desa diharapkan mampu menyusun Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) desa 

dengan benar sehingga dana yang diperoleh dapat dengan benar setelah 

Rencana dapat digunakan dan semua kontrak yang telah disepakati dapat 

disimpan di akun. Pengelolaan dana desa mensyaratkan adanya tata kelola 

pemerintahan yang baik, dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa pasal 24 huruf g menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah 

asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil kegiatan pemerintahan 

desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan sebagian 

pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan sesuai dengan asas tanggung 

jawab. Dalam melaksanakan komponen pengelolaan keuangan desa harus 
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didasari pada prinsip akuntabilitas, hal ini menarik untuk diteliti karena jika 

tidak terpenuhinya prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban akan 

menimbulkan implikasi yang luas dilingkup desa seperti: penyelewengan 

pengelolaan Dana Desa dan terkendalanya penyaluran Dana Desa periode 

selanjutnya.  

Desa Kampung Hilir merupakan salah satu desa di kecamatan 

Tambelan yang memiliki dana desa sebagai sumber pendanaan pembangunan 

di desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang diberikan kepada desa-desa 

di Indonesia untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat desa. Namun, dana desa juga sering menjadi objek 

penyalahgunaan oleh pengelola dana desa, sehingga perlu dilakukan analisis 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa untuk mengetahui apakah 

pengelolaan dana tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip good 

governance dan tidak merugikan masyarakat desa.  

Pada Tahun 2022, Desa Kampung Hilir Kecamatan Tambelan 

Mendapatkan penghargaan sebagai desa terbaik Tahun 2022 di hari jadi ke-20 

Provinsi Kepulauan Riau, yang dirayakan pada 24 September setiap 

tahunnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana 

pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Kampung Hilir yang membuat 

desa kampung hilir menjadi desa terbaik Seprovinsi Kepri  Dengan  judul 

skripsi yang berisi tentang analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi 

kasus pada desa Kampung Hilir kecamatan Tambelan) dan dipilih untuk 

mengkaji dan mengevaluasi apakah pengelolaan dana desa di Desa Kampung 
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Hilir telah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan tidak 

merugikan masyarakat desa. Dengan demikian, latar belakang masalah dari 

judul skripsi tersebut adalah pentingnya mengevaluasi akuntabilitas 

pengelolaan dana desa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa 

yang dapat merugikan masyarakat desa.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menentukan judul 

“Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa 

Kampung Hilir Kecamatan Tambelan)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, 

maka penulis merumuskan permasalahan penelitian bagaimana akuntabilitas 

pengelolaan dana desa di Desa kampung Hilir Kecamatan Tambelan? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian materi yang telah disampaikan diatas, maka 

penulis membatasi supaya pembahasan atau bahasan tidak terlalu melebar dan 

juga tidak keluar dari pokok bahasan atau inti bahasan. dalam hal Pengelolaan 

Dana Desa Tahun 2022 di desa Kampung Hilir Kecamatan Tambelan 

Kabupaten Bintan, akan berfokus pada empat tahapan yaitu tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan 

pertanggungjawaban.  
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1.4 Tujuan Penelitian 

Dengan didasarkan pada rumusan masalah diatas, maka diketahui 

tujuan penelitian adalah untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana 

desa di Desa Kampung Hilir Kecamatan Tambelan. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1.5.1 Kegunaan Ilmiah 

Adapun kegunaan ilmiah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasisecara ilmiah 

mengenai bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa 

Kampung Hilir Kecamatan Tambelan. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya 

pada topik yang relevan. 

1.5.2 Kegunaan praktis 

1. Bagi instansi/Pemerintah 

Sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan Khususnya Desa 

Kampung Hilir kecamatan Tambelan dalam meningkatkan Akuntabilitas 

Pengelolaan dana desa. 

2. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan 

bagi kemajuan akademis dan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi 

peneliti selanjutnya. 

3. Bagi Penulis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan 

bagi peneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan uraian secara umum 

mengenai isi dan pembahasan setiap bab yang terdapat dalam penyusunan 

penelitian ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dalam 5 bab 

secara berurutan, yang terurai sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang 

menguraikan beberapa konsep dasar sebagai landasan teori 

yang diperlukan, kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan penjelasan mengenai jenis penelitian, jenis 

data, teknik pengumpulan data, serta analisa data yang 

digunakan dalam penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Membahas tentang hasil penelitian yang diperoleh dilapangan 



10 
 

 
 

dan pembahasan mengenai analisisi akuntabilitas pengelolaan 

dana desa pada desa kampung hilir kecamatan tambelan. 

BAB V PENUTUP 

Membahas tentang kesimpulan dan saran-saran penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Teori 

2.1.1 Definisi Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk 

memberikan pertanggungjawaban, menjanjikan, melaporkan dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya 

kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan 

untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. 

Sebuah akuntabilitas begitu penting dalam suatu pemerintahan. Oleh 

karena itu, jumlah dana desa yang diberikan sangat besar nominalnya, maka 

pemerintah desa harus bisa menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana 

didalamnya menjelaskan bahwa pemerintah desa dituntut untuk bisa mengelola 

dana desa dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. 

Selain itu juga, pemerintah desa juga dituntut untuk bisa menyusun RAB dan 

menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), supaya 

dana desa yang telah diberikan dapat sesuai dengan rencana dan digunakan 

sebaik mungkin. 

Menurut Suharto (2021), akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau 

organisasi untuk melaporkan secara transparan, bertanggung jawab, dan 

terbuka mengenai kinerja dan hasil yang dicapai dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawab. 
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Menurut Wibowo dan Nurcahyo (2019), akuntabilitas adalah suatu 

bentuk pertanggungjawaban yang ditunjukkan melalui pengungkapan 

informasi terbuka, transparan, dan jujur mengenai kinerja dan hasil yang 

dicapai dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. 

Semua definisi tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas adalah 

kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban secara transparan dan 

terbuka atas tindakan dan keputusan yang diambil serta hasil yang dicapai 

dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. 

2.1.2 Definisi Desa 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa menjelaskan bahwa desa, adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 

pasal 1 Desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut, adalah kesatuan masyarakat hukum yang batas wilayahnya 

berwenang untuk mengatur, mengatur, dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa masyarakat, hak asal usul 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Republik Indonesia Serikat. 
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Menurut Landis dalam Fairus (2020) pengertian “Desa dapat diuraikan 

dalam 3 aspek, yaitu: (1) aspek analisis statistik yang mendefinisikan desa 

sebagai suatu zona berpenduduk < 2500 jiwa, (2) aspek kajian sosial psikologis 

yang mendefinisikan desa sebagai tempat yang antar warganya bersifat 

informal dan mempunyai ikatan akrab, dan (3) aspek kajian ekonomi yang 

mendefinisikan desa sebagai lingkungan yang penduduknya bergantung pada 

pertanian.” 

2.1.3 Definisi Dana Desa 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 

2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Negara menjelaskan bahwa dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara diperuntukkan bagi desa yang ditransfer 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) desa memiliki 

beberapa sumber pendapatan. Jika dirinci, pendapatnya berasal dari pendapatan 

asli, alokasi APBN, bagian hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan 

dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan dari 

pihak ketiga, serta dana desa. 
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Menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 Tentang Tata Cara 

Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Perhitungan Rincian 

Dana Desa Setiap Desa mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang 

berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk 

melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD 

Kota/Kabupaten. 

2.1.3.1 Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa dijelaskan bahwa desa berhak mengatur dan mengurus dalam hal 

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 

pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan masyarakat desa. Artinya, 

semua sumber pendapatan desa, termasuk dana desa dari APBN, digunakan 

untuk memberi sinyal kewenangan desa secara keseluruhan. Namun, sesuai 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, 

pemerintah berwenang menentukan prioritas penggunaan dana desa untuk 

mendukung pembangunan desa. 

Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan 

kewenangan sebagai tanggung jawab desa. Prioritas Pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Dana Desa sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, dan 
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Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Terimigrasi 

Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2015, yang menyatakan: 

1. Dana Desa mengutamakan pembiayaan untuk pembangunan desa dan 

pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan dan tanggung 

jawab desa. 

2. Dana desa menitik beratkan pada kegiatan pembiayaan yang bertujuan 

untuk meningkatkan pengembangan dan kewirausahaan masyarakat desa 

atau masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan memperluas skala 

individu desa atau kelompok masyarakat dan perekonomian desa. 

3. Memberikan pelayanan dan dukungan untuk memberdayakan masyarakat 

miskin, bukan dalam bentuk bantuan cuma-cuma, melainkan melalui 

model dana bergulir. 

4. Pembiayaan diprioritaskan untuk kepentingan desa dan masyarakat desa, 

bukan perorangan. 

5. Dana desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana 

(prasarana) seperti transportasi, irigasi, dan sanitasi, Pelayanan dasar, 

ketahanan pangan, energi dan pembangunan ekonomi. 

2.1.3.2 Definisi Alokasi Dana Desa 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah dana pertimbangan yang diterima 

oleh suatu daerah/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah 

dikurangi dengan alokasi khusus. 
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Dalam pengelolaan ADD dibentuk kelompok kabupaten yang selanjutnya 

disebut Kelompok Promosi Kabupaten, kelompok sebaya yang selanjutnya 

disebut Kelompok Pendamping Kabupaten, dan di desa dibentuk Kelompok 

Pengelola Desa. Kemudian Direktur Acara dan Kepala Pelaksana (PKPO). 

1. Tujuan Alokasi Dana Desa 

Berdasarkan Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2015 

Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa 

Setiap Desa Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016  menyebutkan bahwa 

tujuan alokasi dana desa adalah sebagai berikut: 

a) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan 

mengembangkan infrastruktur seperti jalan, irigasi, jembatan, serta 

sarana kesehatan dan pendidikan. 

b) Mendorong pembangunan ekonomi pedesaan melalui pengembangan 

pertanian, perikanan, peternakan dan usaha mikro, kecil dan 

menengah. 

c) Memperkuat partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan 

keputusan dan pelaksanaan pembangunan desa. 

d) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan pengawasan penggunaan 

dana desa agar tepat sasaran dan efektif. 

e) Penguatan tata kelola desa yang demokratis, partisipatif, dan 

akuntabel. 

f) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia desa untuk 

mengelola dan menggunakan dana desa secara rasional dan benar. 
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Dalam pelaksanaannya, alokasi dana desa di Kabupaten Bintan juga 

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya program pemerintah daerah yang 

berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti program 

ketahanan pangan, program pemberdayaan ekonomi masyarakat, program 

peningkatan kualitas pendidikan, dan program peningkatan akses kesehatan 

masyarakat. 

2. Prinsip Alokasi Dana Desa 

Prinsip alokasi dana desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2016 

Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi. Pedoman Umum 

Pengelolaan Keuangan Desa mencakup beberapa hal sebagai berikut: 

a) Prinsip keadilan dan kesetaraan: Setiap desa berhak mendapatkan 

alokasi dana desa secara proporsional dan tidak diskriminatif, 

berdasarkan kebutuhan dan potensi masing-masing desa. 

b) Prinsip transparansi dan akuntabilitas: Penggunaan dana desa harus 

dilakukan secara transparan, terbuka, dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, melalui penyusunan 

laporan keuangan, mekanisme pengawasan, dan partisipasi masyarakat 

dalam pengambilan keputusan. 

c) Prinsip partisipatif: Proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

program pembangunan di desa harus melibatkan partisipasi aktif 

masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. 
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d) Prinsip berkelanjutan: Program pembangunan di desa harus diarahkan 

untuk mencapai tujuan jangka panjang, dengan memperhatikan 

keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

e) Prinsip efisiensi dan efektivitas: Penggunaan dana desa harus 

dilakukan secara efisien dan efektif, dengan mengutamakan program 

yang memberikan dampak positif dan manfaat yang besar bagi 

masyarakat desa. 

f) Prinsip kemandirian: Program pembangunan di desa harus diarahkan 

untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa, dengan 

memberikan dukungan bagi pengembangan sektor-sektor ekonomi 

lokal dan peningkatan kapasitas masyarakat desa. 

Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan bagi pengelolaan dana desa 

yang baik dan bertanggung jawab, sehingga dapat memberikan manfaat yang 

maksimal bagi kesejahteraan masyarakat desa. 

2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa 

Menurut Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjelaskan bahwa keuangan 

desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. 

Pengelolaan Keuangan Desa Mencakup: 

1. Perencanaan (Penyusunan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDesa) 

2. Pendapatan dan belanja 
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3. Pengumpulan Pendapatan (ekstraksi) dari berbagai sumber: Pendapatan 

asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah, dan lain-lain. 

4. Pembelanjaan dan alokasi 

Keuangan desa memiliki ruang lingkup pengelolaan yang tidak jauh 

berbeda dibandingkan pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun maupun 

pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Dengan keterbatasan jumlah 

dana yang dikelola dan jumlah maupun kapasitas SDM yang mengelola keuangan 

desa, maka pengelolaan keuangan desa sebaiknya dibuat sederhana mungkin 

namun tidak mengorbankan azas transparansi dan akuntabilitas. Dalam 

pengelolaan dana desa, perlu juga mengidentifikasi adanya risiko terjadinya 

kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang mengakibatkan 

terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi 

Kepala Desa dan Aparat Desa dalam hal penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban keuangan desa. Keberhasilan Suatu pembangunan desa tidak 

terlepas dari aspek pengelolaan keuangan desa yang dikelola dengan baik.  

2.1.4.1 Asas Pengelolaan Keuangan Desa 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa dikelola dengan asas-asas 

transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin 

anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yaitu mulai dari 

1 januari sampai dengan 31 Desember. Asas Pengelolaan Keuangan desa menurut 

Sujarweni (2015) yaitu: 

1. Transparan 
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Transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur 

kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak 

untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban 

pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan 

ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparan adalah prinsip 

yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh 

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta 

hasil-hasil yang dicapai.  

2. Akuntabel  

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan 

masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah 

akuntabilitas. 

3. Partisipatif  

Partisipatif merupakan prinsip yang mana bahwa setiap warga desa pada 

desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap 

pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang akan diselenggarakan oleh 

pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam 

rangka pengambilan keputusan tersebut dapat dilakukan secara langsung 

maupun tidak langsung. 

2.1.4.2 Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa  

Menurut Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa Kepala Desa merupakan 

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa 
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dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa sebagai 

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan 

sebagai berikut: 

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa 

2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa 

3. Menetapkan bendahara desa 

4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa 

5. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa. 

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh 

pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD). Pelaksana Teknis 

Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berasal dari unsur desa yaitu: Sekretaris 

desa, Kepala seksi, dan Bendahara. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa 

(PTPKD) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. 

Sekretaris desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan 

Desa (PTPKD) mempunyai tugas: 

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa 

2. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, Perubahan 

APBDesa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa. 

3. Menyusun rancangan keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan 

Peraturan APBDesa dan Perubahan APBDesa . 

Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya 

yang mempunyai tugas berikut: 

1. Menyusun rencana pelaksana kegiatan yang menjadi tangunggjawabnya 
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2. Melaksanakan kegiatan bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah 

ditetapkan dalam APBDesa. 

3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran 

belanja kegiatan 

4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan 

5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa  

6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan 

kegiatan 

7. Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan, yang mempunyai 

tugas; menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausaha-

kan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan 

pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. 

2.1.4.3 Tahap Pengelolaan Keuangan Desa 

Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik tahapan atau siklus 

pengelolaan keuangan desa yang bisa dimulai dari perencanaan kemudian diikuti 

dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan diakhiri dengan pengawasan. Dari siklus pengelolaan 

keuangan desa tersebut akan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan 3 (tiga) fokus 

penelitian terkait dengan proses pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban. 

Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban, menurut Peraturan 

Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Desa adalah sebagai berikut: 
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1. Perencanaan  

a. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada 

tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa adalah 

pengelolaan keuangan desa. 

b. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan 

RKP Desa tahun berkenaan dengan berpedoman Peraturan Bupati 

Tentang Penyusunan APBDesa yang diatur setiap tahun adalah tugas 

dari Sekretaris Desa. 

c. Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa adalah bahan 

rancangan APBDesa yang telah disusun. 

d. Penyampaian rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada 

kepala desa disampaikan oleh sekretaris desa. 

e. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD untuk dibahas dan 

disapakati bersama dalam musyawarah BPD dilakukan oleh Kepada 

Desa. 

f. Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang 

dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Desa. 

g. Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat 

didelegasikan oleh Bupati 

h. Camat dapat mengundang kepala desa dan/atau aparat desa terkait 

dalam pelaksanaan evaluasi. 

2. Pelaksanaan 
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a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan 

dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa. 

b. Nomor rekening kas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 

dilaporkan kepala desa kepada Bupati. 

c. Rancangan RAK desa yang telah diverifikasi sekretaris desa 

disetujui oleh kepala desa. 

d. Permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang 

dilakukan oleh sekretaris desa disetujui oleh kepala desa. 

e. Verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh sekretaris desa. 

3. Penatausahaan  

a.  Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur keuangan sebagai 

pelaksana fungsi kebendaharaan. 

b. Pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan RAK Desa 

yang telah disetujui oleh kepala desa. 

c. Pengeluaran atas beban APBDesa untuk belanja pegawai, dilakukan 

secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa. 

d. Pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

ayat (3), dab ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan 

kuitansi penerimaan. 

e. Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

ditandatangani oleh Kaur Keuangan 
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f. Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangai 

oleh penerima dana. 

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

a.  Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan berupa APBDesa dan 

laporan realisasi kegiatan semester pertama kepada Bupati melalui 

Camat. 

b. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban ralisasi 

APBDesa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. 

2.1.4.4 Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa 

Pe lmelrintah Daelrah Kabulpate ln Bintan pada tanggal 4 fe lbrulari 2019 

melne ltapkan pelratulran barul yaitul Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa gulna melngganti Peraturan Bupati 

Bintan Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 

Ole lh karelnanya se llulrulh pelnge llolaan kelulangan de lsa di Kabulpate ln Bintan melngacul 

pada pelratulran yang barul. 

Dalam hal ini, isi dari Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa melngalami pelrulbahan pada 

be lbelrapa faktor, yaitul: 

1. Dalam APBDe ls salah satulnya yaitul telrdiri dari bellanja delsa. Selmula 

pe lnge llularan yang me lrulpakan kelwajiban de lsa dalam 1 (satul) tahuln 

anggaran yang tidak akan dipelrole lh pelmbayarannya ke lmbali olelh 
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de lsa. Be llanja delsa yang dimaksuld me lrulpakan bellanja yang tak 

telrdulga be lrulpa ke lgiatan yang be lrskala lokal delsa. 

2. Se lkre ltaris Delsa melngkoordinasikan pelnyulsulnan rancangan APBDe ls 

be lrdasarkan RKPDe ls tahuln be lrkelnaan dan peldoman pelnyulsulnan 

APBDe ls yang diatulr belrdasarkan Pelratulran Bulpati se ltiap tahulnnya. 

3. Pe lrulbahan APBDe ls hanya dapat dilakulkan 1 kali dalam 1 tahuln 

anggaran, ke lculali dalam keladaan lular biasa. 

4. Kaulr Ke lulangan dapat melnyimpan ulang tulnai pada julmlah telrte lntul 

ulntulk melmelnulhi ke lbultulhan ope lrasional de lsa. 

Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa dike llola be lrdasarkan asas transparan, akulntabell, 

partisipatif selrta dilakulkan delngan disiplin anggaran. Anggaran Pe lndapatan dan 

Be llanja De lsa melrulpakan Pe lnge llolaan ke lulangan de lsa dalam masa 1 (satul) tahuln 

anggaran yakni mullai tanggal 1 janulari sampai delngan tanggal 31 De lse lmbelr. 

Dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 5 sampai delngan Pasal 10 melnjellaskan 

melnge lnai ke lkulasaan pelnge llolaan ke lulangan de lsa, yang mana ulntulk Pe lmelgang 

Ke lkulasaan Pe lnge llolaan Ke lulangan Delsa (PKPKD) me lrulpakan Ke lpala Delsa dalam 

hal ini melwakili Pelme lrintah Delsa dalam Ke lpe lmilikan kelkayaan milik delsa yang 

dipisahkan, dan Pellaksana Pelnge llolaan Ke lulangan De lsa (PPKD) yaitul se lkre ltaris 

De lsa, Kaulr dan Kasi se lrta kaulr Ke lulangan. 

Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 11 sampai delngan Pasal 40 me lmbahas 
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melnge lnai Anggaran Pe lndapatan dan Be llanja Delsa (APBDe ls), yang mana 

APBDe ls te lrse lbult telrdiri dari: 

1. Pe lndapatan Delsa, telrdiri dari: 

a. Pe lndapatan Asli De lsa (PAD) 

b. Transfelr 

c. Pe lndapatan lain-lain 

2. Be llanja Delsa, telrdiri dari: 

a. Be llanja Pelgawai 

b. Be llanja Barang/Jasa 

c. Be llanja Modal 

d. Be llanja Tak Telrdulga 

3. Pe lmbiayaan De lsa, telrdiri dari: 

a. Pe lne lrimaan Pelmbiayaan yang be lrulpa SiLPA tahuln selbe llulmnya, 

pe lncairan dana cadangan dan hasil pe lnjulalan kelkayaan de lsa yang 

dipisahkan kelculali tanah dan bangulnan. 

b. Pe lnge llularan pelmbiayaan yang be lrulpa pelmbelntulkan dana cadangan dan 

pe lnye lrtaan modal. 

Dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 41 sampai delngan Pasal 87 me lnje llaskan bahwa 

pe lnge llolaan kelulangan de lsa me llipulti belbe lrapa tahapan, yaitul: 

1. Pe lre lncanaan 

2. Pe llaksanaan 

3. Pe lnataulsahaan 
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Pengelolaaan Keuangan 

      

4. Pe llaporan dan Pelrtanggu lngjawaban 

Pe lnge llolaan kelulangan de lsa dilakulkan de lngan basis kas, yang me lrulpakan 

pe lncatatan transaksi pada saat kas ditelrima ataul dike llularkan dari relke lning kas 

de lsa. 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Ke lrangka pelmikiran Analisis Akulntabilitas Pelnge llolaan Dana pada Delsa 

Kampulng Hilir Ke lcamatan Tambellan dapat digambarkan selbagai be lrikult. 

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 
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Dana Desa 

(Analisis Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 tahun 2019 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa) 

Hasil dan Kesimpulan 

KANTOR DESA KAMPUNG HILIR 
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2.3 Jurnal Referensi 

2.3.1 Jurnal Nasional 

1. Kurnia et al. (2019) delngan ju ldull pe lne llitian Akulntabilitas Pe lnge llolaan Dana 

De lsa (Stuldi Kasuls Pada De lsa-De lsa di Wilayah Ke lcamatan Lulhak Nan Dulo 

Kabulpate ln Pasaman Barat). Pe lnellitian ini belrtuljulan ulntulk me lnge ltahuli 

bagaimana akulntabilitas pelnge llolaan dana delsa mellipulti pelre lncanaan, 

pe llaksanaan, administrasi, pellaporan, dan pe lrtanggulng- jawaban dalam Lulhak 

Ke lcamatan Nan Dulo Kabulpate ln Pasaman Barat, Provinsi Sulmatelra Barat. 

Me ltodel pelne llitian yang digulnakan adalah meltodel pelne llitian kulalitatif delngan 

tipel delskriptif. Sulmbelr data adalah data primelr dan data selkulndelr. Telknik 

pe lngulmpullan data dilakulkan delngan obse lrvasi, wawancara, dan dokulmelntasi. 

Me ltodel triangullasi yang digulnakan adalah triangullasi sulmbelr karelna data 

yang dipe lrolelh data dari belrbagai macam sulmbe lr. Hasil pe lnellitian 

melnulnjulkkan: Pe lre lncanaan tellah melne lrapkan prinsip partisipasi dan 

transparansi, namuln pelnyulsulnan pe lre lncanaan dana delsa dan APBD De lsa 

be llulm masulk se lsulai delngan waktul yang diatulr dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 

Pe llaksanaan tellah melnelrapkan prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi, dan 

akulntabilitas be llulm se lpe lnulhnya dijalankan olelh Tim Pe lnge llola Ke lgiatan 

(TPK) kare lna keltelrlambatan pellaporan ke lgiatan, akan teltapi dari Pelmelrintah 

De lsa te llah mellaksanakan prinsip akulntabilitas telrkait pelndapatan dan 

pe lnge llularan selsulai delngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 

Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tellah mellaksanakan prinsip 
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akulntabilitas telrkait pelndapatan dan pelnge llularan se lsulai delngan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa, pe llaporan dan akulntabilitas tellah melnelrapkan prinsip 

akulntabilitas dan transparansi, selrta pe llaporan dan pelrtanggulngjawaban 

APBD De lsa. 

2. Yuldarwati dkk. (2017). Analisis Akulntabilitas Pelnge llolaan Dana Delsa 

Kabulpate ln Ponorogo. Tuljulan dari pe lnellitian ini adalah ulntulk me lnge ltahuli dan 

melnganalisis tingkat akulntabilitas Kabulpateln Ponorogo dalam pelnge llolaan 

dana delsa. Te lmulan melnulnjulkkan bahwa akulntabilitas pe lnge llolaan dana delsa 

di Kabulpate ln Pono Rogo masih pe lrlul ditingkatkan. 

2.3.2 Jurnal International 

1. Rakhman (2019) delngan juldull pe lne llitian Accoulntability Of Village l Fulnd 

Manage lme lnt By Village l Gove lrnme lnt In Indrasari Village ln Martapulra 

District, Indone lsia. Pelne llitian ini belrtuljulan ulntulk melnganalisis akulntabilitas 

pe lnge llolaan Dana Delsa olelh Pe lmelrintah Delsa di Delsa Indrasari Ke lcamatan 

Martapulra. Jelnis pe lnellitian adalah delskriptif kulalitatif. Hasil pelne llitian 

melnulnjulkkan bahwa pelnge llolaan dana delsa di Delsa Indrasari tellah melmelnulhi 

prinsip akulntabilitas. Dilihat dari indikator prose lsnya, De lsa Indrasari tellah 

melngambil ke lpultulsan se lcara telrtullis yang te lrse ldia bagi warga dan te llah 

melme lnulhi standar administrasi yang be lrlakul, misalnya de lngan dite ltapkannya 

Pe lratulran De lsa te lntang RKPDe lsa dan APBDe lsa me llaluli mulsyawarah de lsa. 

Dari aspelk indikator, tuljulan organisasi yang ingin dicapai, kellayakan dan 

konsiste lnsi kelulangan delsa yang melngacul pada RKPDe lsa dan APBDe lsa 
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Indrasari be lse lrta pe lratulrannya me lngacul ke lpada Peraturan Bupati Banjar 

Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pe lnge llolaan dan 

pe lmantaulan kelulangan de lsa melnggulnakan Siste lm Ke lulangan De lsa (Siske luldels) 

yang be lrulpa aplikasi ulntulk melmuldahkan tata kellola kelulangan de lsa dan 

pe llaporan Ke lpala Delsa yang disampaikan se lcara belrkala kelpada Bulpati 

mellaluli Camat selrta pelnyampaian laporan akhir tahuln ke lpada Badan 

Pe lrmulsyawaratan Delsa kelpada Masyarakat seltelmpat. Relalisasi bellanja 

APBDe lsa Indrasari tahuln 2018 suldah baik delngan pe lncapaian 93,69%. 

Pe lrmasalahan yang dihadapi pelmelrintah De lsa Indrasari telrkait delngan ase lt 

tanah yang haruls dimiliki. 

2. Sulpravati dkk. (2018). Analisis Dampak Good Gove lrnance l telrhadap 

Akulntabilitas Pelnge llolaan Dana Delsa. Pe lne llitian ini belrtuljulan ulntulk 

melnganalisis pe lngarulh good gove lrnancel te lrhadap akulntabilitas pelnge llolaan 

dana delsa Kabulpateln Klate ln. Hasil te lmulan melnulnjulkkan bahwa good 

gove lrnance l belrpe lngarulh positif dan signifikan te lrhadap akulntabilitas 

pe lnge llolaan dana delsa. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Me ltodologi pe lnellitian yang digulnakan dalam pelne llitian ini meltodel 

de lskriptif delngan pe lnde lkatan Kulalitatif. Dalam pelne llitian ini belrulsaha agar dapat 

melndiskripsikan gambaran yang se lnyata dari felnome lna dan keladaan dalam 

Pe lnge llolaan Dana Delsa, Khulsulnya pada Pelnge llolaan Dana Delsa di Delsa 

Kampulng Hilir Ke lcamatan Tambellan. Dalam pelngulmpullan data dipelrole lh de lngan 

cara Wawancara, Obse lrvasi dan Dokulmelntasi. Wawancara dilakulkan se lcara 

langsulng ke lpada pihak-pihak yang te lrkait dalam Pelnge llolaan Dana Delsa. 

Dalam pelnellitian kulalitatif ini dilakulkan pelngamatan se lcara melnde ltail 

ke lpada objelk yang te llah dimulncullkan dalam rulmulsan masalah dan diharapkan 

dapat melnye lle lsaikan pelrmasalahan yang te lrjadi. Pelne lliti melmiliki seldikit pellulang 

u lntulk melngontrol pe lristiwa yang akan dise llidiki maka fokuls pe lne llitiannya 

telrle ltak pada felnomelna yang akan ditelliti. Pelne llitian ini melmiliki tipel yang 

be lrulsaha melndelskripsikan gambaran yang se lnyata dari fe lnomelna-fe lnome lna yang 

telrjadi pada pelnge llolaan Ke lulangan De lsa di Delsa Kampulng Hilir Kabulpateln 

Bintan. 

3.2 Objek dan Subjek Penelitian  

Dalam pelne llitian ini yang me lnjadi obje lk pe lnellitian adalah Kantor de lsa 

kampulng hilir de lngan me llihat situlasi ataul ge ljala yang ada dalam pelne llitian yaitul 

Akulntabilitas Pelnge llolaan Ke lulangannya. Se ldangkan dalam pelne llitian ini, sulbjelk 
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pe lnellitian yang dimaksuld adalah staf delsa selrta kelpala delsa yang te lrlibat dalam 

pe lnge llolaan kelulangan de lsa di de lsa kampulng hilir ke lcamatan tambellan.  

3.3 Informan Penelitian  

Menurut Sugiyono (2018) menjelaskan tentang sumber informasi dalam 

penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang berhubungan dengan 

permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan 

kondisi latar penelitian. Informan adalah orang yang dapat memberikan suatu 

penjelasan yang kaya dengan detail, dan komprehensif menyangkut dengan subjek 

yang sedang dicari untuk pengumpulan data penelitian. 

Informan pe lne llitian ini telrdiri dari Ke lpala De lsa, Se lkre ltaris Delsa, dan Kaulr 

Ke lulangan (Be lndahara). Tiga orang informan ini belrasal dari Pelmelrintah Delsa 

Kampulng Hilir selndiri yang melmang me lmiliki kelduldulkan ataul posisi pelnting 

dalam pelmelrintahan delsa yang se lcara aktif dan telrlibat langsulng, pe lnullis 

melnganggap me lre lka melmiliki kelcakapan informasi yang dibultulhkan ole lh pe lnullis 

u lntulk melngulpas pe lrmasalahan yang akan ditelliti. Alasan lain pelnullis melmilih 

melre lka selbagai informan pelne llitian kare lna selsulai delngan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada 

De lsa Kampulng Hilir Ke lcamatan Tambellan Kabulpateln Bintan yang ke lmuldian 

dikatakan bahwa melrelka melrulpakan pelmelgang ke lkulasaan ke lulangan de lsa yang 

be lrarti melnge ltahuli alulr pe lnggulnaan dana delsa se lrta prosels pe lnge llolaannya. 

Informan dalam pelne llitian ini belrjulmlah tiga orang, dan me lnulrult Martha dan 

Kresno (2016) pada pe lne llitian kulalitatif tidak melnge lnal julmlah sampell minimulm 
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dan informan diambil dalam julmlah kelcil, bahkan pada kasuls te lrtelntul dapat 

melnggulnakan 1 informan saja. 

3.4 Jenis Data 

Berdasarkan Creswell & Guetterman (2018, hlm.46) menjelaskan bahwa 

penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang membuat penelitinya sangat 

tergantung pada informasi dari objek atau partisipan pada ruang lingkup yang 

luas, pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data sebagian besar dari teks 

atau kata-kata partisipan, dan menjelaskan serta melakukan analisis terhadap teks 

yang dikumpulkan secara objektif. 

3.4.1 Data Primer 

Me lnulrult Sugiyono (2016) Data primelr adalah selbulah data yang langsulng 

didapatkan dari sulmbe lr dan dibelri ke lpada pelngulmpull data ataul pe lnelliti. 

Se lde lrhananya, sulmbe lr data primelr adalah wawancara delngan sulbje lk pe lne llitian 

baik selcara obselrvasi ataulpuln pelngamatan langsulng. 

3.4.2 Data Sekunder 

Me lnulrult Sugiyono (2018: 456) data se lkulnde lr yaitul sulmbelr data yang tidak 

langsulng me lmbelrikan data kelpada pelngulmpull data, misalnya lelwat orang lain 

ataul le lwat dokulmeln. Dalam pelne llitian ini yang me lnjadi sulmbelr data se lkulndelr 

adalah selsulai delngan Ulndang-Ulndang Ke ltelnagake lrjaan, bulkul, julrnal, artikell yang 

be lrkaitan delngan topik pelne llitian melnge lnai sistelm pelnge lndalian intelrnal atas 

siste lm dan proseldulr pe lnggajian dalam ulsaha melndulkulng e lfisie lnsi biaya te lnaga 

ke lrja. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Tuljulan dari pe lnellitian adalah ulntulk me lmpelrolelh informasi, maka cara 

pe lngulmpullan data adalah tahap yang sangat pelnting dalam selbulah pelne llitian. 

Se lorang pe lne lliti tidak akan dapat melmpe lrolelh informasi yang diinginkan jika 

tidak melnge ltahuli me ltodel pe lngulmpullan data yang te lpat. Sugiyono (2018: 224) 

melnyatakan bahwa pelngulmpullan data dapat dilakulkan di belrbagai se ltting, 

sulmbe lr, dan cara. Dalam hal seltting, data dapat dikulmpullkan di lingkulngan alami, 

di laboratoriulm delngan meltode l elkspe lrimeln, di rulmah delngan re lsponde ln yang 

be lrbelda, di se lminar, diskulsi, di jalan dan lain-lain. Dalam hal sulmbelr data, 

pe lngulmpullan data dapat melnggulnakan sulmbelr prime lr dan se lkulndelr. Se llanjultnya, 

dalam hal cara ataul telknik pelngulmpullan data, telknik pelngulmpullan data dapat 

dilakulkan mellaluli obse lrvasi (pe lngamatan), wawancara (intelrvie lw), kule lsione lr 

(angke lt), dokulmelntasi, dan kombinasi kelelmpatnya. 

Me lnulrult Yusuf (2014: 372) ke lbe lrhasilan dalam pelngulmpullan data banyak 

ditelntulkan olelh kelmampulan pelne lliti me lnghayati situlasi sosial yang dijadikan 

fokuls pe lne llitian. Pe lnelliti dapat mellakulkan wawancara delngan sulbje lk yang 

ditelliti, mampul melngamati situlasi sosial yang telrjadi dalam kontelks yang 

se lsulnggulhnya. Pe lne lliti tidak akan melngakhiri fasel pelngulmpullan data selbe llulm 

pe lnelliti yakin bahwa data yang te lrkulmpull dari belrbagai sulmbelr yang be lrbe lda dan 

telrfokuls pada situlasi sosial yang dite lliti mampul melnjawab rulmulsan masalah dari 

pe lnellitian, selhingga ke lte lpatan dan kreldibilitas tidak diragulkan olelh siapapuln. 

Adapuln me ltode l pelngulmpullan data dalam pe lnellitian ini adalah selbagai be lrikult : 
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3.5.1 Observasi  

Salah satul telknik yang dapat digulnakan ulntulk melnge ltahuli ataul melnye llidiki 

tingkah lakul non ve lrbal yakni de lngan me lnggulnakan te lknik obse lrvasi. Me lnulrult 

Sugiyono (2018: 229) obse lrvasi melrulpakan telknik pelngulmpullan data yang 

melmpulnyai ciri yang spe lsifik bila dibandingkan delngan te lknik yang lain. 

Obse lrvasi julga tidak telrbatas pada orang, teltapi julga obje lk-obje lk alam yang lain. 

Me llaluli kelgiatan obse lrvasi pe lne lliti dapat be llajar telntang pe lrilakul dan makna dari 

pe lrilakul telrse lbult. Obse lrvasi dalam pe lne llitian ini yaitul de lngan me llakulkan 

pe lngamatan langsulng di lapangan ulntulk melnge ltahuli kondisi yang se lbe lnarnya di 

De lsa kampulng Hilir Ke lcamatan Tambellan, Kabulpate ln Bintan.  

Me lnulrult Yusuf (2014: 384) kulnci ke lbelrhasilan dari obselrvasi se lbagai te lknik 

dalam pelngulmpu llan data sangat banyak ditelntu lkan olelh pelne lliti itul se lndiri, 

karelna pelne lliti mellihat dan melndelngarkan sulatul objelk pe lne llitian dan kelmuldian 

pe lnelliti melnyimpullkan dari apa yang diamati. Pelne lliti yang me lmbe lri makna 

telntang apa yang diamatinya dalam relliatas dan dalam kontelks yang alami, ialah 

yang be lrtanya dan julga me llihat bagaimana hulbu lngan antara satul aspe lk de lngan 

aspe lk yang lain pada objelk yang dite llitinya. 

3.5.2 Wawancara  

Wawancara melnjadi salah satul telknik yang digulnakan ulntulk 

melngulmpullkan data pelne llitian. Wawancara melrulpakan komulnikasi dula arah 

u lntulk melmpe lrolelh informasi dari informan yang te lrkait. Melnulru lt Yusuf (2014: 

372) Wawancara adalah sulatul keljadian ataul prose ls intelraksi antara pelwawancara 

dan sulmbelr informasi ataul orang yang diwawancarai mellaluli komulnikasi selcara 
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langsulng ataul be lrtanya se lcara langsulng me lnge lnai sulatul obje lk yang dite lliti. 

Wawancara yang dipilih olelh pelne lliti adalah wawancara Selmi telrstrulktulr. 

Wawancara melnulrult Sugiyono (2019: 231) wawancara digulnakan se lbagai 

telknik pelngulmpu llan data apabila pelnelliti ingin mellakulkan stuldi pelndahullulan 

u lntulk melnelmulkan pelrmasalahan yang wajib ditelliti, teltapi julga apabila pelne lliti 

ingin melnge ltahu li hal-hal belrasal relsponde ln yang le lbih melndalam. Telknik 

pe lngulmpullan data ini melndasarkan diri pada laporan telntang diri selndiri ataul se llf-

re lport, ataul se ltidaknya pada pe lnge ltahulan dan kelyakinan pribadi. 

3.5.3 Dokumentasi 

Dokulme lntasi melnulrult Sugiyono (2015: 329) adalah sulatul cara yang 

digulnakan ulntulk me lmpelrolelh data dan informasi dalam belntulk bulkul, arsip, 

dokulmeln, tullisan angka dan gambar yang be lrulpa laporan se lrta kelte lrangan yang 

dapat melndulkulng pe lne llitian. Dokulmelntasi digulnakan ulntulk melngulmpullkan data 

ke lmuldian ditellaah. 

Pada pelnellitian ini meltode l dokulme lntasi digulnakan ulntulk melmpelrole lh data 

yang be lrulpa doku lmeln ataul catatan-catatan yang ada di Delsa Kampulng Hilir. Di 

Kantor de lsa hilir mellipulti laporan, strulktulr organisasi, sulrat, pe lta wilayah dan 

lainnya. Dokulme ln ini pelnullis gulnakan ulntulk melndapatkan data-data yang be lrulpa 

catatan-catatan yang te lrsimpan dari dokulmeln-dokulme ln yang pe lnullis pe lrlulkan 

u lntulk melndapatkan informasi yang be llulm pelnullis dapat keltika mellaksanakan 

wawancara dan obselrvasi. 
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3.6 Teknik Pengolahan Data 

Pada Jelnis pe lne llitian kulalitatif ini, pelngolahan data tidak haruls dilakulkan 

se ltellah data telrku lmpull ataul pe lngolahan data selle lsai. Dalam hal ini, data selmelntara 

yang te lrkulmpullkan, data yang suldah ada dapat diolah dan dilakulkan analisis data 

se lcara belrsamaan. Pada saat analisis data, dapat kelmbali lagi kel lapangan ulntulk 

melncari tambahan data yang dianggap pe lrlul dan me lngolahnya ke lmbali. Teknik  

pe lngolahan data dalam pelne llitian kulalitatif dilakulkan delngan cara 

melngklasifikasikan ataul melngkate lgorikan data belrdasarkan belbelrapa telma selsulai 

fokuls pe lne llitannya. Pe lngolahan data pada pe lnellitian ini telrdiri dari : 

3.6.1 Reduksi Data 

Menurut Sugiyono (2015), reduksi data adalah data yang diperoleh dari 

lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti 

dan rinci. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan mencari bila diperlukan. Reduksi data biasanya dilakukan 

dengan dibantu dengan peralatan elektronik, seperti komputer mini yang 

digunakan untuk memberi kode pada berbagai aspek tertentu. Reduksi data 

juga digunakan oleh peneliti untuk memandu penelitian agar mencapai tujuan 

yang dicapai.  

3.6.2 Proses Penyajian Data 

Penyajian Data Menurut Rijali (2018:94), penyajian data merupakan 

kegiatan menyusun kumpulan informasi, sehingga dapat dilakukan penarikan 
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kesimpulan. Setelah penulis memilih data sesuai dengan kebutuhan, langkah 

selanjutnya yang dilakukan yaitu menyajikan data. 

Pada tahap ini pelne lliti melnyajikan data-data yang te llah direldulksi ke l dalam 

laporan selcara sistelmatis. Data disajikan dalam belntulk narasi belrulpa Analisis 

Akulntabilitas Pelnge llolaan Dana Delsa di Delsa Kampulng Hilir Ke lcamatan 

tambellan Kabulpateln Bintan. 

3.6.3 Proses Penarikan Kesimpulan 

Langkah terakhir dalam pengumpulan data adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Proses dari awal pendataan, kemudian peneliti melakukan 

rangkuman atas permasalahan dilapangan, kemudian melakukan pencatatan 

hingga menarik kesimpulan. Biasanya kesimpulan awal masih bersifat sementara 

dan bisa saja mengalami perubahan selama proses pengumpulan data masih 

berlangsung. Tetapi kesimpulan tersebut dapat menjadi kesimpulan yang kredibel 

jika didukung oleh data yang valid dan konsisten (Rijali, 2018). 

Pada pelne llitian ini, hasil pelngolahan data delngan prose ldulr yang sama 

se lpe lrti yang te llah dijellaskan di atas, sellanjultnya die lvalulasi se lcara kritis delngan 

melnggulnakan meltode l indulktif yang dimullai dari fakta-fakta khulsuls ulntulk 

melncapai kelsimpullan ulmulm yang obye lktif. Ke lsimpullan telrse lbult ke lmuldian 

dive lrifikasi delngan mellihat kelmbali hasil reldulksi dan tampilan data, selhingga 

tidak ada kelsimpangan delngan masalah pelne llitian yang te llah diteltapkan. 
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